
 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK  INDONESIA 

 

 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman dan tertib 

administrasi dalam penyusunan Keputusan Presiden, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan 

Presiden; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 

 

 

 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 933); 

 

 

 
MEMUTUSKAN: . . . 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN 

PRESIDEN. 
 

Pasal 1  
 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden 

merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam 

melaksanakan penyusunan Keputusan Presiden.  
 

Pasal 2  
 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 

Pasal 3  
 

Penomoran Keputusan Presiden yang saat ini digunakan 

masih tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan 

kembali penomoran Keputusan Presiden di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara. 
 

Pasal 4  
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  
 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Desember 2016 
 

 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PRATIKNO 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  

dan Akuntabilitas Kinerja, 
 

 

 

 

 

Nandang Haris 


